PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A ( PERPU)
NOMOR 11 TAHUN 1962 (11/1962)
TENTANG
PEMUNGUTAN SUMBANGAN WAJI B | STI MEWA ATAS BEBERAPA JENI' S BARANG

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang

a. bahwa untuk nengatasi kebutuhan keuangan Negara ber hubung
dengan nenuncaknya penbebasan Irian Barat dan nengi ngat
keadaan keuangan Negara dewasa ini, Penerintah berpendapat,
bahwa sudah sel ayaknya jika gol ongan-gol ongan yang memli ki
kendaraan bernotor nenberikan pengorbanan istimewa kepada
Pener i nt ah;

b. bahwa untuk nenberikan bentuk pada pengorbanan tersebut,
Penerintah nenandang perlu nenetapkan suatu Sunmbangan W4jib
| stimewa bagi gol ongan-gol ongan di maksud;

C. bahwa karena keadaan yang nendesak sunbangan ini perlu segera
di adakan dengan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang;

Mengi ngat :
Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar.

MEMUTUSKAN :

Menet apkan
Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang tentang penungutan
"Sunbangan W4jib Istinewa" atas bebarapa jenis barang.

Pasal 1.

(1) D sanping pemungutan cukai bir berdasarkan pasal 2 dari
"Undang- undang Cukai Bir 1931" (Lenbaran-Negara tahun 1931 No.
488) sebagai mana tel ah di ubah dan ditanbah di pungut " Sunbangan
Waj i b Istimewa" sejum ah enamratus rupiah setiap hektoliter.

(2) Senua ketentuan dari "Undang-undang Cukai Bir 1931" tersebut
mengenai penungutan, pengenbalian dan penbebasan cukai bir
ber | aku terhadap Sunbangan Wajib Istinmewa yang di maksud dal am
ayat (1) pasal ini.

Pasal 2.

(1) D sanping penmungutan cukai al kohol sulingan berdasarkan pasa
1 dari Undang-undang Cukai Al kohol Sulingan (Lenbaran-Negara
tahun 1898 No. 90) sebagainmana telah diubah dan ditanbah
di pungut "Sunbangan Wajib Istinewa" sejunmiah seribu lima ratus
rupiah setiap hektoliter, yang nengandung |ima puluh liter
al kohol pada suhu |imabelas derajat dari pengukur suhu yang
ber penbagi an ser at us.

(2) Senua ketentuan dari Undang-undang Cukai Al kohol Sulingan
tersebut nengenai penungutan, pengenbalian dan penbebasan



cukai al kohol sulingan berlaku terhadap Sunbangan Wjib
I stimewa yang di maksud dal am ayat (1) pasal ini.

Pasal 3.

(1) Atas m numan-m numan keras yang nengandung al kohol, baik yang
di peroleh dengan jalan nenyuling ataupun dengan jalan
nmer agi kan, seperti whisky, cognac, jenever, anggur (termasuk
chanpagne) dan sebagai nya, yang diinpor untuk di pakai kedal am
daerah pabean |ndonesia, dipungut "Sunbangan VWajib Istinmewa"

sej uni ah :
a. enam pul uh rupi ah setiap botol yang terisi tidak |ebih dari
0,4 liter;

b. seratus rupi ah setiap botol yang terisi lebih dari 0,4 liter
tetapi tidak lebih dari satu liter;

c.seratus rupiah setiap liter apabila diinpor dalam kemasan
yang lebih dari satu liter atau dal am curahan, unpamanya
dal am t ahang dan sebagai nya.

(2) Semua ketentuan dari atau berdasarkan Undang-undang Tarip Bea
I ndonesi a (Lenbaran-Negara tahun 1924 No. 487) sebagai mana
tel ah diubah dan ditanbah nengenai penungutan, pengenbali an
dan penbebasan bea masuk berlaku terhadap Sunbangan Wjib
I stimewa yang di maksud dal am ayat (1) pasal ini.

Pasal 4.

(1) Atas m numan-m numan gezeuse, sSirup, sari buah, anggur dan
sebagai nya, yang tidak mengandung al kohol dan diinpor untuk
di pakai kedal am daerah pabean |ndonesia dipungut "Sunbangan
Wajib Istinmewa" sejuntah sebagai ditetapkan dal am pasal 6 dari
Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini.

(2) Semua ketentuan dari atau berdasarkan Undang-undang Tarip Bea
I ndonesi a (Lenbaran-Negara tahun 1924 No. 487) sebagai mana
tel ah diubah dan ditanbah nengenai penungutan, pengenbalian
dan penbebasan bea masuk berlaku terhadap Sunbangan Wjib
I stimewa yang di maksud dal am ayat (1) pasal ini.

(3)Atas m numan-m numan gezeuse, sirup, sari buah, anggur dan
sebagai nya yang di hasil kan di dalam daerah pabean | ndonesi a,
bai k yang nengandung ataupun yang tidak mnengandung al kohol
di pungut " Sunbangan Wajib I stinmewa" sej un ah sebaga
di t et apkan dal am pasal 6 dari Peraturan Penerintah Pengganti
Undang- undang i ni .

(4)Menteri Urusan Pendapat an, Penbi ayaan dan Pengawasan nenet apkan
peraturan-peraturan lebih lanjut tentang cara penungutan
pengenbal i an dan penbebasan Sunbangan Wajib Istinewa yang
di mksud dal am ayat (3) pasal ini.

Pasal 5.

(1) Dal am Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini dan
per at ur an- per at uran pel aksanaan yang di dasarkan pada Per at ur an
Pemeri ntah Pengganti Undang-undang ini, di mnaksudkan dengan
a. mnuman gezeuse ialah mnuman terbuat sebagai hasi |

penyanpuran terutama dari air, sirup atau gula dan zat



asam arang (QCR);

b.sari buah, anggur dan sebagai nya i alah m numan yang terbuat
sebagai hasil canmpuran terutama dari air, sirup atau
gul a dan buah-buahan atau sari buah-buahan.

(2) Menteri Urusan Pendapat an, Penbi ayaan dan Pengawasan nenent ukan
dal am hal ©perselisihan paham tentang berlaku atau tidak
ber | akunya ketentuan-ketentuan pasal 4 dari Per at ur an
Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini terhadap sesuatu jenis
m numan tertentu.

Pasal 6.

(1) Jum ah Sunbangan Wajib Istinewa yang di maksud dal am pasal 4 dari
Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini banyaknya :
a.Tiga rupiah setiap botol yang terisi tidak lebih dari 0,4

liter;

b.Lima rupiah setiap botol yang terisi lebih 0,7 liter tetapi
tidak [ ebih dari 0,7 liter;

c. Tumuh rupi ah setengah setiap botol yang terisi |ebih dari
0,7 liter tetapi tidak lebih dari satu lier;

d. Tujuh rupiah setengah setiap liter apabila dikemas dalam
kemasan yang terisi lebih dari satu liter ataupun dal am
cur ahan, unpanmanya dal am t ahang, dan sebagai nya.

(2) Sunbagan Wajib Istinmewa yang dinmaksud pada ayat (3)pasal 4
Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini terhutang
ol eh paberikan, vyaitu orang atau badan yang mnengusahakan
penbuat an m nunman- m nunman ter sebut.

Pasal 7.

Penagi han paksa Sunbangan Wajib Istimewa yang di naksudkan dal am
Per aturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini dilakukan dengan
surat paksa yang nenpunyai kekuatan yang sama dan dij al ankan dengan
cara yang sanma seperti grosse keputusan hakim yang nutl ak dal am
per kara sipil.

Pasal 8.

(1) Kas Negara nenpunyai hak utama untuk Sunbangan Wajib |stinewa
atas segal a barang gerak dan tidak gerak dari yang berhutang
Sunbangan Wajib Istinewa.

(2) Hak utama yang di beri kan pada ayat pertanma nendahul ui segal a hak
kecuali piutang yang didahul ukan sebgaimana tersebut dalam
pasal 1139 nonor 1 dan 4, pasal 1149 nonor 1 dari Kitab
Undang- undang Hukum Dagang tentang gadai, ikatan panen dan
hi poti k.

Pasal 9.

Menteri Wusan Pendapatan, Penbiayaan dan Pengawasan berwenang
nmenet apkan peraturan-peraturan lebih lanjut tentang pel aksanaan
Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini guna nenjamn
di bayar nya Sunbangan Waji b Istinmewa kepada Negar a.



Pasal 10.

(1) Pel anggaran dari ket ent uan-ket entuan Peraturan Penerintah
Penggant i Undang- undang ini at au per at ur an- per at ur an
ber dasarkan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini
di kenakan hukuman admnistratip berupa, denda setinggi-
tinggi nya seratus ribu rupi ah.

(2) Barang-barang yang terhadapnya dilakukan pelanggaran itu
t er masuk bungkusannya disita dengan tidak nengi ndahkan apakah
bar ang- barang itu kepunyaan terhukum atau ti dak.

(3)Ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Penerintah Pengganti
Undang- undang ini berl aku pula terhadap hukuman adm nistratip
t er maksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 11.

Per at ur an Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini rmnulai berl aku
pada tanggal 1 Septenber 1962.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya, nenerintahkan
pengundangan Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini dal am
Lenbar an- Negara Republ i k I ndonesi a.

Dt etapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 1962.
Presi den Republ ik I ndonesi a,

ttd.
SUKARNO

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 1962.
Sekretaris Negar a,

ttd.
MOHD. | CHSAN

PENJELASAN
PERATURAN PEMVERI NTAH PENGGANTI  UNDANG
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1962
TENTANG
PEMUNGUTAN SUVBANGAN WAJI B | STI MEWA ATAS
BEBERAPA JENI S BARANG

1. Dal am rangka usaha penanbahan pendapatan. Negara 1962 naka
di anbi| tindakan-tindakan dalam bidang fiskal, antara lain
berupa penmungutan "Sunbangan Wajib Istinmewa" atas beberapa
j eni s barang.

Bar ang- barang yang dinmaksud adalah bir, alkohol sulingan,
m numan- m nunman keras, seperti whysky, brandy dan sebagai nya,



m numan- m numan  yang nengandung CO2, sirup, anggur dan
sebagainya yang jelas tidaklah termasuk Dbarang-barang
kebut uhan pokok bagi rakyat, bahkan dapat di pandang ternmasuk
dal am gol ongan barang- barang nmewah, yang untuk sebagi an besar
di konsunsi ol eh nasyarakat yang manpu dan ber ada.

Maka sej ogyanya gol ongan nasyarakat termaksud yang nenpunyai
kemanpuan keuangan yang cukup kuat, nenberikan pula tanbahan
sunbangan kepada Negara, nelalui pungutan "Sunbangan Wjib
I stimewa" yang di kenakan atas barang-barang tersebut; hal ini
pada hakekat nya nerupakan sedi kit pengorbanan yang di bebankan
ol eh Revolusi, dem kepentingan penbina front ekonom yang
| ebi h kokoh kuat .

2. Segal a peraturan |ain yang dal am Peraturan Penerintah Pengganti
Undang-undang ini ditunjuk atau disebut dengan istilah atau
nama dal am bahasa | ndonesia adal ah sama dengan yang aselinya
dal am bahasa Bel anda.

3. Penj el asan pasal dem pasal tidak di adakan karena di pandang tel ah
cukup j el as.

Ter masuk Lenbaran-Negara tahun 1962 No. 49.

D ket ahui
Sekretaris Negar a,

MOHD. | CHSAN
CATATAN
Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962
YANG TELAH DI CETAK ULANG
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